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Apa yang perlu dicatat dalam hal ini adalah bahwa
walaupun ketentuan syariah bersumber dari hukum

Islam, hal ini tidak berarti bahwa masyarakat yang bisa
menggunakan atau mengakses layanan bank syariah

tersebut hanyalah pemeluk agama Islam. Sebab dalam
kenyataannya, banyak bank syariah yang dikelola oleh

dan memiliki nasabah non-muslim, terutama yang
meyakini bahwa ketentuan syariah sebagai dasar

operasional perbankan syariah lebih bisa memberikan
ketenangan, jaminan, dan keuntungan tertentu yang lebih

adil, seimbang, dan bernilai sosial yang tinggi. Fakta ini
juga menunjukkan bahwa keberadaan bank syariah bisa
diterima oleh masyarakat yang majemuk seperti Indone-
sia. Karena itu, bank syariah jelas memiliki potensi yang

besar untuk digarap, tanpa dibatasi oleh perbedaan
keyakinan keagamaan.
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Puji dan syukur tak berhingga selalu terhatur ke hadirat Tuhan yang Maha

Esa, untuk segala karunia, anugerah, dalam bentuk waktu, kesempatan,

modalitas diri, dan keberadaan yang membuat penulis mampu menyelesaikan

naskah ini sesuai dengan apa yang direncanakan.

Apa yang melatari keinginan penulis untuk menyelesaikan naskah dan

menerbitkan buku ini adalah fakta bahwa perbankan syariah saat ini tengah

booming di masyarakat. Keberadaan perbankan syariah terus tumbuh dan

berkembang secara pesat, setidaknya dalam kurun waktu 1 dekade terakhir.

Pada saat Indonesia tengah diterpa badai Pandemi sekalipun, yang membuat

aktivitas perekonomian di masyarakat cenderung lumpuh, perbankan syariah

justru tetap stabil mencatat peningkatan laba yang menunjukkan bahwa

lembaga ini memiliki ketahanan yang positif dan kuat. Fakta ini juga didukung

dengan pasar perbankan syariah yang sangat luas di Indonesia sebagai negara

dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Oleh karena itu, literasi semacam

ini, yang berfokus pada pengenalan tentang perbankan syariah kepada

masyarakat pembaca, dalam hemat penulis, sangat diperlukan.

Dalam laporan Roadmap Perbankan Syariah 2015-2019 yang dikeluarkan

oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) misalnya, disebutkan bahwa salah satu

hambatan terbesar dalam perluasan akses perbankan syariah lebih banyak

disebabkan oleh tingkat literasi masyarakat yang rendah terhadap perbankan

syariah. Hal ini pada gilirannya memicu anggapan yang negatif terhadap sistem
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perbankan syariah, yang masih dianggap tidak jauh berbeda dengan perbankan

konvensional, dengan prosedur dan birokrasi keuangan yang berbelit, tidak

berpihak pada konsumen, dan jauh dari nilai-nilai keagamaan. Padahal,

keberadaan perbankan syariah justru untuk menegakkan ekonomi Islam di

masyarakat, yang menjauhi unsur-unsur terlarang dalam transaksi keuangan,

seperti riba (bunga), maysir (perjudian), gharar (ketidakpastian), zhulm

(kezaliman), ataupun unsur-unsur terlarang lainnya (haram).

Dalam konteks itu pula, maka penulis berharap buku ini bisa memberikan

penjelasan ringkas kepada pembaca, khususnya berkaitan dengan konsep

dasar, produk penghimpunan dana, produk penyaluran dana, hingga

manajemen keuangan yang terdapat pada perbankan syariah. Dengan cara

itu, penulis berharap bisa memberikan kontribusi pada pengembangan dan

penerimaan masyarakat terhadap perbankan syariah, meskipun hal ini tidak

dimaksudkan untuk menafikan berbagai persoalan mendasar yang ada pada

perbankan syariah itu sendiri. Apa yang diinginkan pada akhirnya adalah

distribusi kekayaan yang lebih adil di masyarakat, untuk mencapai tujuan dari

ekonomi Islam itu sendiri, yakni al-falah. Suatu kondisi kesejahteraan individu

dan sosial, spiritual dan material.

Bandung, 10 Januari 2022

Yulia Fithriany Rahmah
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KONSEP DASAR PERBANKAN SYARIAH

1. Lembaga Keuangan Bank dan Bukan Bank
Bahasan tentang perbankan syariah pada dasarnya tidak bisa

dilepaskan dari bahasan tentang lembaga keuangan secara keseluruhan.
Hal ini tidak terlepas dari keberadaan bank syariah sebagai bagian dan
jenis lembaga keuangan tertentu dengan fungsi sosial yang sama dengan
lembaga keuangan lainnya. Meski dalam beberapa hal terdapat perbedaan
antara bank sebagai salah satu jenis lembaga keuangan dengan lembaga
keuangan lainnya, namun beberapa karakteristik, tujuan, dan fungsi dasar
dari lembaga tersebut memiliki kemiripan satu sama lain. Karena itu pula,
pembahasan tentang perbankan syariah ini akan dimulai dari bahasan
tentang lembaga keuangan, baik bank ataupun non-bank.

Secara mendasar, apa yang disebut dengan lembaga keuangan merujuk
pada badan usaha yang kekayaannya lebih banyak berfokus dan hadir dalam
bentuk aset keuangan atau tagihan (claims) dibandingkan aset non-finansial
atau aset riil (tangible). Keberadaan lembaga-lembaga keuangan di
masyarakat pada umumnya adalah untuk memberikan kredit kepada
masyarakat (nasabah) dan menanamkan dananya dalam bentuk surat-surat
berharga tertentu. Dalam praktiknya yang lain, lembaga keuangan juga
menawarkan berbagai layanan atau jasa dalam bidang keuangan, seperti
penawaran dan pelayanan keuangan untuk beragam jenis skema simpanan
atau tabungan, proteksi asuransi, program pensiun, penyediaan sistem
pembayaran dan atau mekanisme transfer dana di masyarakat.

Lembaga keuangan merupakan bagian dari sistem keuangan secara
luas, yang dalam konteks ekonomi modern, lembaga keuangan ini bertugas
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untuk melayani masyarakat pemakai jasa-jasa keuangan. Dalam hal ini,
sistem keuangan yang ada di negara Indonesia, secara umum membedakan
antara lembaga keuangan bukan bank yang banyak bergerak pada sektor
riil, dan lembaga keuangan dalam bentuk bank yang bergerak pada sektor
moneter. Berdasarkan peraturan yang ada, lembaga-lembaga keuangan non-
bank berada di bawah pembinaan dan pengawasan Departimen Keuangan.
Sementara lembaga keuangan bank yang bergerak dalam sektor moneter
berada di bawah pembinaan dan pengawasan Bank Indonesia. Beberapa
peraturan yang bisa dirujuk untuk hal ini di antaranya adalah: Undang-
Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang No. 2 Tahun
1992 tentang Usaha Perasuransian, Undang-Undang No. 11 Tahun 1992
tentang Dana Pensiun, Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar
Modal, Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk
Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian Menjadi Perusahaan Umum (Perum)
Pegadaian, Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga
Pembiayaan, dan peraturan-peraturan lainnya.

Perbedaan antara keduanya, yakni lembaga keuangan bank dan
lembaga keuangan bukan bank bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Lembaga Keuangan di Indonesia

Lembaga Keuangan Bank

1. Bank Umum
2. Bank Perkreditan Rakyat

Lembaga Keuangan Bukan Bank

1. Lembaga Pembiayaan:
- Leasing
- Factoring
- Consumer Finance
- Credit Card Company

2. Lembaga Asuransi
3. Perusahaan Modal Ventura
4. Dana Pensiun
5. Pegadaian
6. Pasar Modal
7. Perusahaan Penjaminan
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Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa lembaga keuangan pada
dasarnya bisa dibagi menjadi dua jenis, yaitu lembaga keuangan dalam
bentuk bank dan lembaga keuangan non-bank. Perbedaan keduanya akan
dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:
a. Lembaga Keuangan Bank

Lembaga keuangan dalam bentuk bank, secara umum adalah lembaga-
lembaga keuangan yang mendapatkan legalisasi untuk menghimpun
dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kepada
masyarakat secara langsung. Karena itu, lembaga keuangan bank,
memiliki fungsi sebagai penghubung atau mediator antara pihak yang
kelebihan dana (deposan) dan pihak yang kekurangan dana (debitur).
Dalam hal ini, perlu dicatat bahwa lembaga keuangan bank tidak
diperkenankan untuk melakukan kegiatan usaha di luar dari agenda
bisnis utamanya (core business), yaitu bisnis keuangan atau yang
berhubungan dengan uang.

Apa yang perlu dipahami dari hal ini adalah bahwa dalam konteks
dunia perbankan konvensional, uang dianggap sebagai komoditi, atau
sesuatu yang dapat diperdagangkan layaknya produk tertentu. Dalam
praktiknya, bank akan membeli uang dari deposan dan menjual
kembali uang tesebut kepada pihak yang membutuhkan dana (debitur).
Pada saat membeli uang dari pemodal (deposan) tersebut, bank akan
memberikan imbalan berupa bunga yang ditetapkan di muka, dan
imbalan tersebut merupakan salah satu komponen harga pokok saat
uang dijual ke debitur. Oleh karena itu, lembaga keuangan bank
merupakan lembaga yang usaha intinya bergerak pada bidang
keuangan atau moneter. Hal ini selaras dengan pengertian perbankan
yang disebutkan dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan, bahwa perbankan adalah badan usaha yang menghimpun
dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya
kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat
banyak. Dengan kata lain, lembaga keuangan bank merupakan lembaga
yang awalnya berfokus pada layanan di bidang keuangan dengan misi
sosial tertentu yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.
Pengertian ini juga ditegaskan kembali dalam Undang-undang nomor
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10 tahun 1998, yang menyebutkan bahwa bank adalah badan usaha
yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan
menyalurkannya kepada masyarakah dalam bentuk kredit dan atau
bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat
banyak.

Dalam praktiknya, lembaga keuangan bank, seperti disebutkan
dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,
terdiri dari:
1) Bank Umum; bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas

pembayaran.
2) Bank Perkreditan Rakyat; bank yang menerima simpanan hanya

dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lain
yang dipersamakan dengan hal itu.

Perbedaan antara keduanya jenis bank ini juga dapat dilihat dari
lingkup kegiatan usaha yang dijalankannya. Dalam Undang-Undang
No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang No. 7 Tahun
1992 tentang Perbankan, disebutkan bahwa usaha Bank Umum meliputi
bentuk-bentuk usaha sebagai berikut:
1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan

berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/
atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;

2) Memberikan kredit;
3) Menerbitkan surat pengakuan hutang;
4) Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun

untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
a) Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank

yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan
dalam perdagangan surat-surat dimaksud;

b) Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang
masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam
perdagangan surat-surat dimaksud;

c) Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan
pemerintah;
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d) Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
e) Obligasi;
f) Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
g) Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai

dengan 1 (satu) tahun;
5) Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun

untuk kepentingan nasabah;
6) Menempatkan dana pada,  meminjam dana dari, atau

meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan
surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel untuk, cek
atau sarana lainnya;

7) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan
melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;

8) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat
berharga;

9) Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain
berdasarkan suatu kontrak; melakukan penempatan dana dari
nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga
yang tidak tercatat di bursa efek;

10) Membeli melalui perlelangan agunan baik semua maupun
sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada
bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib
dicairkan secepatnya;

11) Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan
wali amanat;

12) Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain
berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang
ditetapkan oleh Bank Indonesia;

13) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank
sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Beberapa bentuk kegiatan atau fungsi lainnya yang juga bisa
dilakukan oleh Bank Umum, adalah sebagai berikut:
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1) Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi
ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;

2) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan
lain dibidang keuangan, seperti sewa guna usaha, mdoal ventura,
perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyesalan dan
penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh
Bank Indonesia;

3) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk
mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan
berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik
kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang
ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan

4) Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana
pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-
undangan dana pensiun yang berlaku.

Selain penjelasan tentang lingkup kegiatan yang bisa dijalankan
oleh Bank Umum tersebut, Undang-Undang yang sama juga
menjelaskan beberapa aturan tambahan terkait kewajiban Bank Umum
dalam menjalankan kegiatannya, seperti aturan bahwa Bank Umum
yang menyelenggarakan kegiatan penitipan, harus:
1) Bertanggung jawab untuk menyimpan harta milik penitip, dan

memenuhi kewajiban lain sesuai dengan kontrak.
2) Harta yang dititipkan wajib dibukukan dan dicatat secara

tersendiri.
3) Dalam hal bank mengalami kepailitan, semua harta yang dititipkan

pada bank tersebut tidak dimasukkan dalam harta kepailitan dan
wajib dikembalikan kepada penitip yang bersangkutan.

Adapun kegiatan-kegiatan tertentu yang dilarang untuk dijalankan
pada Bank Umum, sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang No.
7 Tahun 1992, adalah sebagai berikut:
1) Melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud

butir 2 huruf b dan huruf c dalam Undang-Undang bersangkutan.
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2) Melakukan usaha perasuransian, sebab sudah ada peraturan dan
lembaga khusus untuk menjalankan usaha ini.

3) Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana
dimaksud dalam butir 1 dan butir 2 sebelumnya.

Berbeda dengan Bank Umum, jenis bank berikutnya adalah Bank
Perkreditan Rakyat (BPR), yakni bank yang melaksanakan kegiatan
usaha di bidang keuangan secara konvensional atau berdasarkan
prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam
lalu lintas pembayaran. Pengertian ini membuat lingkup kegiatan BPR
jauh lebih sempit dibandingkan kegiatan Bank Umum, terutama karena
BPR dilarang untuk menerima simpanan giro, kegiatan valas, dan
perasuransian.

Dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang
juga disempurnakan pada Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tetang
Perubahan Undang-undang Unomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,
disebutkan bahwa usaha atau jenis kegiatan yang bisa dilakukan oleh
BPR adalah sebagai berikut:
1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan

berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya
yang dipersamakan dengan itu;

2) Memberikan kredit;
3) Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan

Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh
Bank Indonesia;

4) Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia
(SBI), deposito berjangka, sertifikat depositor dan/atau tabungan
pada bank lain.

Adapun kegiatan-kegiatan yang tidak boleh atau dilarang untuk
dilakukan oleh BPR adalah sebagai berikut:
1) Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas

pembayaran;
2) Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
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3) Melakukan penyertaan modal;
4) Melakukan usaha perasuransian
5) Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang sebelumnya.

b. Lembaga Keuangan Bukan Bank
Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) pada dasarnya mencakup
semua lembaga atau badan yang melakukan kegiatan di bidang
keuangan, yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana
terutama dengan jalan mengeluarkan kertas surat berharga dan
menyalurkan ke masyarakat, khususnya dalam membiayai investasi
bisnis yang dilakukan perusahaan. Dengan kata lain, LKBB merupakan
lembaga atau badan usaha di bidang keuangan yang boleh
menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, tetapi bukan
dalam bentuk tabungan, giro, maupun deposito. Dana yang disalurkan
oleh LKBB ini dapat dihimpun dengan mengeluarkan surat-surat
berharga, yang selanjutnya disalurkan untuk pembiayaan investasi
perusahaan yang membutuhkan pinjaman.

LKBB dalam hal ini memiliki peran besar untuk membantu dunia
usaha dalam meningkatkan produktivitas barang dan jasa. Keberadaan
LKBB melalui bantuan keuangan yang disalurkannya untuk kegiatan
bisnis perusahaan dapat memperlancar distribusi barang, mendorong
terbukanya lapangan pekerjaan, lalu meningkatkan taraf hidup dan
tingkat ekonomi masyarakat. Keberadaan LKBB didasarkan pada
Keputusan Menteri Keuangan nomor 792/MK/IV/12/70 tanggal 7
Desember 1970, yang kemudian diubah dan ditambah dengan
Keputusan Menteri Keuangan nomor 38/MK/IV/I/72 tanggal 18 Januari
1972.

Dalam ketentuan yang termuat pada peraturan tersebut, apa yang
dimaksud dengan LKBB, seperti disebutkan sebelumnya, merujuk pada
badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang
menghimpun dana dengan mengeluarkan surat berharga dan
menyalurkannya untuk membiayai investasi perusahaan, di mana LKBB
ini tidak diperbolehkan menerima dana dari masyarakat dalam bentuk
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giro, tabungan dan deposito. Namun demikian, berdasarkan Pakto 27,
1988, LKBB dapat menerbitkan sertifikat deposito sebagai sumber dana,
sekaligus dapat mendirikan kantor-kantor cabang di berbagai daerah.
Dalam perkembangannya kemudian, terutama setelah pengesahan
Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan penetapan
Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum, semua
LKBB pada akhirnya diharuskan melakukan penyesuaian kegiatan
usahanya menjadi Bank Umum selambat-lambatnya tanggal 25 Maret
1993 dengan memenuhi semua ketentuan dan persyaratan untuk
menjadi bank umum.

Beberapa fungsi utama dari LKBB, merujuk pada peraturan yang
ada, mencakup hal-hal berikut:
1) Menghimpun dana dari masyarakat dengan mengeluarkan

dokumen atau surat berharga.
2) Memberikan kredit terutama kredit jangka menengah dan panjang

kepada perusahaan-perusahaan atau proyek-proyek baik yang
dimiliki oleh pemerintah maupun swasta.

3) Mengadakan penyertaan modal di dalam perusahaan-perusahaan
atau proyek-proyek. Penyertaan modal tersebut bersifat sementara
sampai saham-sahamnya dapat diperjualbelikan di pasar modal.

4) Bertindak sebagai perantara dari perusahaan-perusahaan Indo-
nesia dan badan-badan hukum Pemerintah untuk mendapatkan
sumber permodalan berupa pinjaman dan penyertaan baik dari
dalam maupun dari luar negeri.

5) Bertindak sebagai perantara dalam mendapatkan peserta baik dari
dalam maupun luar negeri untuk mengadakan joint venture.

6) Bertindak sebagai perantara dalam mendapatkan tenaga ahli dan
memberi nasehat-nasehat keahlian.

Berdasarkan fungsi-fungsi tersebut, maka dapat dikatakan bahwa
LKBB pada umumnya menjalankan kegiatan usaha pada sektor riil
(non-moneter), karena tidak diperkenankan untuk menghimpun dan
menyalurkan dana secara langsung kepada masyarakat. Sumber dana
yang diperoleh dan penyalurannya tersebut benar-benar terkait dengan
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sektor riil. Hal inilah yang membuat LKBB berbeda dengan Lembaga
Keuangan Bank (LKB) yang menghimpun dana dan menyalurkan dana
pada masyarakat secara langsung, sehingga LKB dikatakan sebagai
lembaga yang memang berfokus pada sektor keuangan (moneter).

Terdapat beberapa jenis LKBB, yang bisa ditemui di Indonesia
dan sudah beroperasi di masyarakat secara luas. Beberapa bentuk LKBB
tersebut adalah sebagai berikut:
1) Lembaga Pembiayaan

Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan
kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang
modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari
masyarakat. Berdasarkan Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988
tentang Pembiayaan, disebutkan bahwa Perusahaan Pembiayaan
(Finance Company) adalah badan usaha yang didirikan khusus
untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha
Lembaga Pembiayaan. Dalam hal ini, lembaga pembiayaan
tersebut dapat melakukan kegiatan usaha yang meliputi:
a) Sewa Guna Usaha (leasing)
b) Modal Ventura (venture capital)
c) Perdagangan Surat Berharga
d) Anjak Piutang (factoring)
e) Usaha Kartu Kredit (credit card)
f) Pembiayaan Consumen (consumer finance)
g) Perdagangan Surat Berharga (securities company)

Berbagai kegiatan usaha tersebut, dalam peraturan yang sama
(Keppres 61/1988) dapat dilakukan oleh:
a) Bank
b) Lembaga Keuangan Bukan Bank
c) Perusahaan Pembiayaan

Perusahaan Pembiayaan pada umumnya dapat berbentuk
Perseroan Terbatas atau Koperasi. Dalam hal ini, Perusahaan
Pembiayaan dilarang untuk menarik dana secara langsung dari
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masyarakat dalam bentuk Giro, Deposito, Tabungan, atau Surat
Sanggup Bayar (Promissory Note). Perusahaan Pembiayaan hanya
dapat menerbitkan Surat Sanggup Bayar sebagai jaminan atas
utang kepada bank yang menjadi krediturnya.

Dalam kelanjutannya, berdasarkan Keputusan Menteri
Keuangan No. 1256/KMK.00/1988 tanggal 18 November tahun 1989,
bidang usaha perdagangan surat-surat berharga dikeluarkan dari
lingkup bidang usaha Lembaga Pembiayaan. Alasan utamanya
adalah bahwa bidang usaha perdagangan surat-surat berharga
tersebut berkaitan dengan bidang usaha Pasar Modal. Lalu,
berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 468/KMK.017/1995
tanggal 3 Oktober 1995, bidang usaha modal ventura menjadi
terpisah dari bidang usaha Lembaga Pembiayaan. Dalam
pelaksanaan pengawasan perusahaan pembiayaan telah
ditetapkan keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur
Bank Indonesia nomor 607/KMK.017/1995 dan Nomor 28/9/Kep/
GBI tanggal 19 Desember 1995.

Keputusan Bersama tersebut memberikan wewenang kepada
Bank Indonesia untuk melaksanakan penagwasan terhadap
perusahaan pembiayaan yang hasilnya dilaporkan kepada Menteri
Keuangan, meliputi pengawasan terhadap kegiatan, seperti:
a) Penarikan pinjaman luar negeri (offshore loan)
b) Penyaluran pinjaman yang bersumber dari kredit perbankan
c) Penerbitan surat sanggup bayar (promissory notes)
d) Kualitas aktiva produktif
e) Kebenaran dan kelengkapan laporan

Secara lebih rinci beberapa jenis kegiatan usaha yang bisa
dijalankan oleh Lembaga Pembiayaan, seperti disebutkan
sebelumnya, bisa dijelaskan dengan ringkas sebagai berikut:
a) Sewa Guna Usaha (leasing)

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No 1169/
KMK.01/1991 tanggal 21 Nopember 1991, dijelaskan bahwa
Sewa Guna Usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam
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penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha
dengan hak opsi (finance lease) maupun sewa guna usaha
tanpa hak opsi (operating lease) untuk digunakan oleh lessee
selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran
secara berkala. Finance Lease di sini merujuk pada kegiatan
sewa guna usaha, di mana lessee pada akhir masa kontrak
mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha
berdasarkan nilai sisa yang disepakati. Operating Lease
merujuk pada kegiatan sewa guna usaha, di mana lessee pada
akhir masa kontrak tidak mempunyai hak opsi untuk membeli
objek sewa guna usaha.

Kegiatan Sewa Guna Usaha, dalam praktik transaksinya
melibatkan beberapa pihak, yaitu: (1) Lesssor atau perusahaan
leasing atau pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada
pihak lessee dalam bentuk barang modal. Lessor dalam fi-
nancial lease bertujuan untuk mendapatkan kembali biaya
yang telah dikeluarkan untuk membiayai penyediaan barang
modal dengan mendapatkan keuntungan. Sedangkan dalam
operating lease, lessor bertujuan mendapatkan keuntungan
dari penyediaan barang serta pemberian jasa-jasa yang
berkenaan dengan pemeliharaan serta pengoperasian barang
modal; (2) Lessee adalah perusahaan atau pihak yang
memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari
lessor. Lessee dalam financial lease bertujuan mendapatkan
pembiayaan berupa barang atau peralatan dengan cara
pembayaran angsuran atau secara berkala. Pada akhir
kontrak, lessee memiliki hak opsi atas barang tersebut.
Dengan kata lain, pihak lessee memiliki hak untuk membeli
barang yang di-lease dengan harga yang ditentukan
berdasarkan nilai sisa. Sedangkan dalam operating lease, les-
see dapat memenuhi kebutuhan peralatannya di samping
tenaga operator dan perawatan alat tersebut tanpa risiko bagi
lessee terhadap kerusakan yang timbul; (3) Supplier atau
pemasok, yakni pihak yang mengadakan atau menyediakan



Perbankan Syariah 13

barang untuk dijual kepada lessee dengan pembayaran secara
tunai oleh lessor. Dalam mekanisme financial lease, supplier
langsung menyerahkan barang kepada lessee tanpa melalui
pihak lessor sebagai pihak yang memberikan pembiayaan.
Sebaliknya, dalam operating lease, supplier menjual
barangnya langsung kepada lessor dengan pembayaran
sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, yaitu secara
tunai atau berkala; dan (4) Bank. Dalam perjanjian atau
kontrak leasing, pihak bank atau kreditor tidak terlibat secara
langsung dalam kontrak tersebut, namun pihak bank
memegang peranan dalam hal penyediaan dana kepada les-
sor terutama dalam mekanisme leverage lease, di mana
sumber dana pembiayaan lessor diperoleh melalui kredit
bank. Pihak supplier  dalam hal ini t idak menutup
kemungkinan menerima kredit dari bank. Untuk memperoleh
barang-barang yang nantinya akan dijual sebagai obyek leas-
ing kepada lessee atau lessor.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No.
1169/KMK.01/1991 tanggal 21 Nopember 1991, dijelaskan
bahwa kegiatan Sewa Guna Usaha ini dapat dilakukan dengan
cara: Pertama, Sewa Guna Usaha dengan hak opsi (finance
lease), dengan kreteria berikut:
(1) Jumlah pembayaran Sewa Guna Usaha selama masa

Sewa Guna Usaha pertama ditambah dengan nilai sisa
barang modal, harus dapat menutup harga perolehan
barang modal dan keuntungan lessor.

(2) Masa sewa guna usaha ditetapkan sekurang-kurangnya:
- Dua tahun untuk barang modal golongan I
- Tiga tahun untuk barang modal golongan II dan III
- Tujuh tahun untuk barang modal golongan bangunan
- Perjanjian sewa guna usaha memuat ketentuan

mengenai opsi bagi lessee.
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Kedua, Sewa Guna Usaha tanpa hak opsi (operating lease),
dengan kriteria yang mencakup:
(1) Jumlah pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa

guna usaha pertama tidak dapat menutupi harga
perolehan barang modal disewa-guna-usahakan
ditambah keuntungan oleh lessor.

(2) Perjanjian sewa guna usaha untuk memuat ketentuan
mengenai opsi bagi lessee.

(3) Lessor hanya diperkenankan memberikan pembiayaan
barang modal kepada lessee yang telah memiliki NPWP,
mempunyai kegiatan usaha dan atau pekerjaan bebas.
Lessee dilarang menyewausahakan kembali barang
modal yang disewagunausahakan kepada pihak lain.

Dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor 448/
KMK.017/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Perusahaan
Pembiayaan, dijelaskan bahwa kegiatan serba guna usaha
dilakukan pengadaan barang modal bagi penyewa guna
usaha, baik dengan maupun tanpa hak opsi untuk membeli
barang tersebut. Pengadaan barang modal dapat juga
dilakukan dengan cara membeli barang penyewa guna usaha
yang kemudian disewagunausahakan kembali. Sepanjang
perjanjian sewa guna usaha masih berlaku, hak milik atas
barang modal obyek transaksi sewa guna usaha pada
perusahaan pembiayaan.

b) Anjak Piutang (factoring)
Anjak Piutang (factoring) adalah badan usaha uang
melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian
dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan
jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan
dalam atau luar negeri. Apa yang menjadi landasan hukum
anjak piutang (factoring) ini adalah Keputusan Menteri
Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988,
tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga
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Pembiayaan, yang disempurnakan terakhir dengan
Keputusan Menteri Keuangan No. 172/KMK.06/2002 tanggal
23 April 2002 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri
Keuangan No. 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan
Pembiayaan.

Dalam Keputusan Menteri Keuangan 172/KMK.06/2002
dijelaskan bahwa kegiatan usaha Anjak Piutang dilakukan
dalam bentuk:
(1) Pembelian atau penagihan.
(2) Pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek dari

transaksi perdagangan dalam atau luar negeri.

Secara umum, kegiatan Anjak Piutang (factoring) ini
memiliki beberapa jenis, seperti berikut:
(1) Berdasarkan pemberitahuan. Disclosed Factoring atau

Notification Factoring adalah penagihan piutang kepada
perusahaan anjak piutang dengan sepengetahuan pihak
debitor (consumer).

(2) Berdasarkan Penanggungan Risiko. Recourse Factoring
adalah anjak piutang dengan cara recourse, yaitu
berkaitan dengan risiko debitur yang tidak mampu
memenuhi kewajibannya. Secara khusus, anjak piutang
berdasarkan penanggungan risiko dapat dibagi menjadi
dua, yaitu: (1) With recourse, klien akan menanggung
risiko kredit terhadap piutang yang dialihkan kepada
perusahaan anjak piutang; dan (2) Non-recourse,
perusahaan anjak piutang menanggung risiko atas tidak
tertagihnya piutang yang telah dialihkan kepada klien.

(3) Berdasarkan Pelayanan. Anjak piutang berdasarkan
pelayanan ini dapat dibagi menjadi: (1) Full Service Fac-
toring, yaitu perjanjian anjak piutang yang meliputi
semua jenis jasa anjak piutang, baik dalam bentuk jasa
pembiayaan maupun jasa non-pembiayaan, misalnya
administrasi penjualan (sale ledger administration),
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tagihan dan penagihan piutang dan risiko atas piutang
yang tidak tertagih; (2) Financing factoring, yaitu
perusahaan factoring hanya menyediakan fasilitas
pembiayaan saja tanpa ikut menanggung risiko atas
piutang tak tertagih; (3) Bulk Factoring (Agency Factor-
ing), yaitu perjanjian yang mengaitkan perusahaan fac-
toring sebagai agen dari klien; dan (4) Maturity Factor-
ing, yaitu perusahaan factoring memberikan pembiayaan
dengan pembayaran di muka atau kredit perdagangan
kepada customer atau nasabah dengan pembayaran
segera.

(4) Berdasarkan lingkup kegiatan. Berdasarkan lingkup
kegiatannya, anjak piutang dapat dibagi menjadi: (1)
Domestic Factoring, yaitu transaksi yang dilakukan oleh
perusahaan factoring, klien dan debitur yang semuannya
berdomisili di dalam negeri; dan (2) International Fac-
toring, yaitu untuk transaksi ekspor-impor barang yang
melibatkan dia perusahaan factoring di masing-masing
negara sebagai Export Factor dan Import Factor.

(5) Berdasarkan pembayaran kepada klien. Berdasarkan
kriteria ini, anjak piutang dapat dibagi menjadi: (1) Ad-
vanced Payment, yaitu pembayaran di muka (prepayment
financing) oleh perusahaan factoring kepada klien
berdasarkan penyerahan faktur yang besarnya berkisar
80% dari nilai faktur; (2) Maturity, yaitu pembayaran
dilakukan oleh perusahaan factoring pada saat piutang
tersebut jatuh tempo; dan (3) Collection ,  yaitu
pembayaran dilakukan oleh perusahaan factoring bila
piutang berhasil ditagih dari debitur.

c) Pembiayaan Konsumen (Consumer Finance)
Perusahaan Pembiayaan Konsumen (Consumers Finance
Company) pada dasarnya adalah badan usaha yang
melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang
berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem
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pembayaran angsuran atau berkala dari konsumen. Kegiatan
Pembiayaan Konsumen ini memiliki landasan hukum pada
Keputusan Menteri Keuangan. No 1251/KMK.013/1988 tanggal
20 Desember 1988, tentang Ketentuan dan Tata Cara
Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, yang disempurnakan
dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 448/KMK.017/2000
tanggal 27 Oktober 2000 tentang Perusahaan Pembiayaan.
Kegiatan usaha pembiayaan konsumen sebagaimana diatur
dalam Keputusan Menteri Keuangan tersebut dilakukan
dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk
pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara
angsuran atau berkala oleh konsumen.

d) Usaha Kartu Kredit (Credit Card)
Perusahaan Kartu Kredit (Credit Card Company) adalah badan
usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk membeli
barang dan jasa dengan menggunakan kartu kredit. Usaha
Kartu Kredit (Credit Card) ini memiliki landasan hukum yang
mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/
KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988, tentang Ketentuan
dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, yang
disempurnakan dengan Keputusan Menteri Keuangan No.
448/KMK.017/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang
Perusahaan Pembiayaan Kegiatan Kartu Kredit dilakukan
dalam bentuk penerbitan kartu kredit yang dapat
dimanfaatkan oleh pemegangnya untuk pembayaran
pengadaan barang atau jasa.

2) Perasuransian
Pengertian dasar asuransi atau pertanggungjawaban, seperti
termaktub dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang
Usaha Perasuransian, adalah perjanjian antara dua pihak atau
lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada
tertanggung, dengan menerima premi, untuk memberikan
penggatian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau
kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab
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hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita
tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti,
atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas
meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.
Definisi lainnya, juga bisa ditemukan dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Dagang Pasal 246 yang menyebutkan bahwa Asuransi atau
pertanggungan adalah suatu perjanjian antara dua pihak atau
lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada
tertanggung, dengan menerima suatu premi untuk memberikan
penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan,
kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin terjadi
karena suatu peristiwa tak tentu.

Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha
Perasuransian, jenis usaha perasuransian ini meliputi:
a) Usaha utama asuransi, yang terdiri atas:

(1) Asuransi kerugian (non-life insurance/general insurance)
(2) Asuransi jiwa (life insurance)
(3) Reasuransi (reinsurance)

b) Usaha penunjang usaha asuransi, yang mencakup:
(1) Pialang asuransi, yaitu usaha yang memberikan jasa

keperantaraan dalam penutupan asuransi dan
penanganan penyelesaian ganti rugi asuransi dengan
bertindak untuk kepentingan tertanggung.

(2) Pialang reasuransi, yaitu usaha yang memberikan jasa
keperantaan dalam penempatan reasuransi dan
penanganan penyelesaian ganti rugi reasuransi dengan
bertindak unutk kepentingan perusahaan asuransi.

(3) Penilai kerugian asuransi, yaitu usaha yang memberikan
jasa penilain terhadap kerugian pada objek asuransi
yang dipertanggungkan.

(4) Konsultan aktuaria, yaitu usaha yang memberikan jasa
konsultan aktuaria.

(5) Agen asuransi yaitu pihak yang memberikan jasa
kepenrantaraan dalam rangka pemasaran jasa asuransi



Perbankan Syariah 19

untuk dan atas nama penanggung.

Lalu, berdasarkan Undang-Undang yang sama, dijelaskan juga
bahwa perusahaan asuransi kerugian adalah perusahaan yang
hanya dapat menyelenggarakan usaha dalam bidang usaha
asuransi kerugian tidak diperkenankan melakukan kegiatan di
luar usaha asuransi kerugian dan reasuransi. Dalam praktiknya
di Indonesia secara khusus, usaha asuransi kerugian ini dapat
dibagi sebagai berikut:
a) Asuransi kebakaran
b) Asuransi pengangkutan
c) Asuransi aneka yaitu jenis asuransi kerugian yang tidak dapat

digolongkan ke dalam asuransi kebakaran dan asuransi
pengankutan antar lain meliputi:
(1) Asuransi kendaraan bermotor
(2) Asuransi kecelakaan diri
(3) Pencurian
(4) Uang dalam pengangkutan
(5) Uang dalam penyimpanan
(6) Kecurangan
(7) Dan sebagainya.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, perusahaan asuransi
senantiasa dihadapkan pada perhitungan tingkat risiko yaitu
jumlah klaim yang harus dibayarkan kepada tertanggung
dibdaningkan dengan kemampuan finansialnya. Oleh karena itu
dalam menanggulangi kemungkinan terjadinya risiko yang
melebihi kemampuan keuangan perusahaan asuransi yang
bersangkutan, maka perlu dilakukan pembagian atau penyebaran
risiko yang ditutupnya dengan cara mempertanggungkan kembali
sebagian dari risiko yang ditutupnya tersebut. Proses
pertanggungan ini disebut reasuransi.

Istilah reasuransi (reinsurance) sendiri pada prinsipnya
adalah pertanggungan ulang atau pertanggungan yang
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dipertanggungkan atau sering disebut asuransi dari asuransi.
Pengertian lain reasuransi adalah suatu sistem penyebaran risiko
di mana penanggung menyebarkan seluruh atau sebagaian dari
pertanggungan yang ditutupnya kepada penanggung yang lain.
Pihak yang menyerahkan pertanggungan (tertanggung) disebut
dengan creding company dan yang menerima pertanggungan
(penanggung) disebut reinsurer atau disebut juga reassurander.
Sedangkan menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 1992,
perusahaan asuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa
dalam pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh
perusahaan asuransi kerugian atau perusahaan asuransi jiwa.

Secara lebih khusus, istilah asuransi jiwa (life insurance)
sendiri merujuk pada suatu jasa yang diberikan oleh perusahaan
asuransi dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan jiwa
atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan dalam
asuransi tersebut. Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1992
tentang Usaha Perasuransian, dijelaskan bahwa hanya
persusahaan asuransi jiwa yang telah memperoleh izin usaha dari
Menteri Keuangan yang dapat melakukan kegiatan pertanggungan
jiwa (life insurance).

3) Perusahaan Modal Ventura
Dalam Keppres No. 61 Tahun 1988 tentang Pembiayaan disebutkan
dengan jelas bahwa yang dimaksud dengan Perusahaan Modal
Ventura adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan
dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang
menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu. Jenis
modal ventura adalah PMV Daerah, PMV Nasional, PMV
Campuran. Dalam Keppres yang sama dan diperkuat juga dengan
Keputusan Menteri Keuangan No. 1251 Tahun 1988, dijelaskan
bahwa sumber dana Ventura berasal dari Investor Perorangan,
Investor Institusi, Perusahaan Asuransi dan Dana Pensiun,
Perbankan, ataupun Lembaga Keuangan Internasional.

Pembiayaan yang dapat diberikan perusahaan modal ventura
dapat dilakukan dalam beberapa cara, yaitu:
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a) Penyertaan Modal Langsung
b) Bersama-sama mendirikan suatu perusahaan
c) Penyertaan Modal PMV (Perusahaan Modal Ventura) dalam

pengambilan sejumlah portofolio saham PPU (Perusahaan
Pasangan Usaha)

d) Semi Equity Financing
e) Pembiayaan Bagi Hasil

Pembiayaan modal ventura pada umumnya merupakan
kegiatan yang dilakukan dengan intensi dan orientasi untuk
mendapatkan keuntungan yang tinggi. Namun sebagaimana
lazimnya hukum ekonomi, keuntungan yang tinggi tersebut juga
memiliki tingkat risiko yang tinggi pula. Secara lebih khusus,
tujuan dari pembiayaan modal ventura ini, antara lain adalah:
a) Memungkinkan dan mempermudah pendirian suatu

perusahaan baru;
b) Membantu membiayai perusahaan yang sedang mengalami

kesulitan dana dalam pengembangan usahanya, terutama
pada tahap-2 awal;

c) Membantu perusahaan baik pada tahap pengembangan suatu
produk maupun pada tahap mengalami kemunduran;

d) Membantu terwujudnya suatu gagasanmenjadi produk jadi
yang siap dipasarkan;

e) Mendorong pengembangan proyek research dan development;
f) Membantu pengembangan teknologi baru dan terjadinya alih

teknologi; dan
g) Membantu dan memperlancar pengalihan kepemilikan suatu

perusahaan.

Pembiayaan modal ventura memiliki beberapa karakteristik
yang berbeda dengan jenis pembiayaan lainnya seperti perbankan,
perusahaan pembiayaan, leasing, factoring, dan pembiayaan
konsumen (consumer finance). Perbedaan karakteristik
pembiayaan modal ventura inilah yang menempatkan modal
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ventura sebagai bentuk pembiayaan yang unit. Karakteristik Modal
Ventura tersebut antara lain adalah:
a) Pembiayaan Modal Ventura merupakan equity (quasi equity

financing).
b) Modal Ventura merupakan investasi dengan perspektif jangka

panjang (long term perspective).
c) Modal Ventura merupakan pembiayaan yang bersifat risk

capital.
d) Pembiayaan Modal Ventura bersifat aktif (active investment).
e) Keuntungan berupa capital gain dan deviden.
f) Memiliki rate of return atau tingkat keuntungan dan

pengembalian yang tinggi.

Sumber dana modal ventura dapat berasal dari berbagai
sumber, antara lain:
a) Investor Perorangan
b) Investor Institusi
c) Perusahaan Asuransi dan Dana Pensiun
d) Perbankan
e) Lembaga Keuangan Internasional

4) Dana pensiun
Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun,
dijelaskan bahwa apa yang dimaksud dengan dana pensiun adalah
badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang
menjanjikan manfaat pensiun Dana pensiun merupakan suatu
lembaga atau badan hukum yang mengelola program pensiun
dengan tujuan untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan
suatu perusahaan terutama yang telah pensiun. Undang-Undang
No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun ini juga menjadi
landasan hukum untuk keberadaan dana pensiun.

Terdapat beberapa jenis program pensiun yang dilaksanakan
oleh dana pensiun, seperti:
a) Program Pensiun Manfaat Pasti (defined benefit plan). Pro-

gram ini adalah program pensiun yang memberikan formula
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tertentu atas manfaat yang akan diterima karyawan pada saat
mencapai usia pensiun. Atas dasar formula manfaat yang
dimaksud, besarnya iuran yang diperlukan dihitung oleh
aktuaris.

b) Program Pensiun Iuran Pasti (defined contribution pension
plan) adalah program pensiun yang menetapkan besarnya
iuran karyawan dan perusahaan. Sedangkan benefit atau
manfaat yang akan diterima karyawan dihitung berdasarkan
akumulasi iuran ditambah dengan hasil pengembangan atau
investasinya.

Dalam praktiknya juga, lembaga dana pensiun terdiri dari
dua jenis, yaitu:
a) Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK), yakni dana pensiun yang

dibentuk oleh orang atau badan yang memperkerjakan
karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan program
pensiun manfaat pasti, bagi kepentingan sebagian atau
seluruh karyawannya sebagai peserta, dan menimbulkan
kewajiban terhadap pemberi kerja.

b) Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), yakni dana pensiun
yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa, yang
menyelenggarakan program pensiun iuran pasti (PPIP) bagi
pesertanya. Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun
1992 1992, yang ditunjuk untuk menyelenggarakan program
DPLK adalah bank atau perusahaan asuransi jiwa, dengan
batasn- batasan bahwa kekayaan, pengelolaan dana mupun
program- programnya terlepas dari badan pendirinya, hal
ini dilakukan agar kelangsungan hidup DPLK dan pesertanya
dapat terjamin.

5) Pasar Modal
Pasar modal dalam arti sempit adalah suatu tempat yang
terorganisir, di mana efek-efek tertentu diperdagangkan, atau yang
biasa juga disebut dengan Bursa Efek. Bursa efek atau stock ex-
change adalah suatu sistem yang terorganisasi yang
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mempertemukan penjual dan pembeli efek yang dilakukan baik
secara langsung maupun dengan melalui wakil-wakilnya. Fungsi
Bursa efek ini antara lain adalah menjaga kontinuitas pasar dan
menciptakan harga efek yang wajar melalui mekanisme
permintaan dan penawaran.

Dalam perspektif yang lain, Pasar Modal adalah pasar konkret
atau abstrak yang mempertemukan pihak yang menawarkan dan
yang memerlukan dana jangka panjang, yaitu jangka satu tahun
keatsa. Abstrak dalam pengertian pasar modal adalah transaksi
yang dilakukan melalui mekanisme over the counter (OTC). Pasar
Modal ini juga dapat dilihat sebagai pasar untuk dana jangka
panjang, di mana saham biasa, saham preferen, dan obligasi
diperdagangkan.

Dalam praktiknya, terdapat beberapa lembaga yang terlibat
di pasar modal, yaitu:
a) Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam)

Sesuai dengan Keppres No. 53 Tahun 1990 tentang Pasar
Modal, tugas pokok Bapepam ini adalah sebagai berikut:
(1) Mengikuti perkembangan dan mengatur pasar modal

sehingga surat berharga dapat ditawarkan dan
diperdagangkan secara teratur dan wajar, dan efisien
serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat
umum.

(2) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap
lembaga-lembaga yang terdiri dari reksa dana, bursa
efek, lembaga kliring penyelesaian dan simpanan,
perusahaan efek, tempat penitipan harta, biro
administrasi efek, wali amanat (trustee) dan penanggung.

(3) Memberikan pendapat kepada Menteri Keuangan
mengenai kondisi pasar modal beserta kebijakan
operasionalnya.

b) Bursa Efek
Bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan
menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan
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penawaran jual beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan
memperdagangkan efek diantara mereka. Tujuan
didirikannya bursa efek adalah untuk menyelenggarakan
perdagangan efek yang teratur, wajar dan efesien. Sementara
fungsinya adalah:
(1) Menjaga kontinuitas pasar; dan
(2) Menciptakan harga efek yang wajar melalui mekanisme

permintaan dan penawaran.
c) Emiten

Emiten atau perusahaan yang go public adalah pihak yang
melakukan emisi atau melakukan penawaran umum surat
berharga. Pihak yang dapat melakukan penawaran umum
hanyalah emiten yang telah menyampaikan pernyataan
pendaftaran kepada Bapepam untuk menawarkan efek kepada
masyarakat dan pernyataan pendaftaran tersebut efektif.

d) Perusahaan Efek
Perusahaan Efek adalah perusahaan yang telah memperoleh
izin dari Bapepam untuk melakkan kegiatan sebagai
penjamin emisi efek, perantara perdagangan efek, menajer
investasi serta kegiatan lain sesuai dengan ketentuan yang
ditetapkan oleh Bapepam. Pihak yang melakukan kegiatan
usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara perdagangan
efek, dan manajer investasi hanya untuk efek yang bersifat
utang yang jatuh temponya tidak lebih dari satu tahun,
sertifikat deposito, polis asuransi, efek yang diterbitkan atau
dijamin pemerintah Indonesia, atau efek lain yang ditetapkan
oleh Bapepam tidak diwajibkan memperoleh izin usaha
sebagai perusahaan efek.

e) Reksa dana
Reksa dana (investment funds) merupakan wadah yang
dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat
pemodal yang selanjutnya diinvestasikan dalam portfolio efek
oleh manajer investasi. Reksa dana berasal dari istilah Mu-
tual Fund (dana yang saling menguntungkan). Istilah ini



Yulia Fithriany Rahmah26

dalam konteks Indonesia diterjemahkan dengan reksa dana
agar tidak rancu dengan pengertian Dana Reksa yang sudah
dikenal masyarakat. Dana Reksa merupakan salah satu
perusahaan investasi yang dimiliki negara. Ada dua jenis
reksa dana, yaitu:
(1) Reksa dana terbuka, di mana pemegang saham reksa

dana dapat menjual kembali sahamnya kepada reksa
dana, dan reksa dana wajib membeli kembali saham-
saham tersebut; dan

(2) Reksa dana tertutup, di mana reksa dana tidak wajib
membeli kembali saham-sahamnya.

Menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang
Pasar Modal, yang dimaksud dengan Reksa Dana atau yang
disebut juga dengan istilah Investment Fund atau Mutual Fund
tersebut, merujuk pada wadah yang dipergunakan untuk
menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk
selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh
manajer investasi.  Penjelasan Undang-Undang ini
mengandung tiga elemen penting, yaitu:
(1) Adanya kumpulan dana masyarakat (pool of funds)
(2) Adanya investasi dalam bentu portofolio efek
(3) Adanya manajer investasi sebagai pengelola dana.

Reksa dana menurut ketentuan dapat didirikan dalam
bentuk hukum Perseroan (PT) dan Kontrak Investasi Kolektif
(KIK) Jenis. Dalam praktiknya, Reksa Dana ini dapat dibagi
berdasarkan kriteria berikut:
(1) Berdasarkan sifat operasional. Berdasarkan sifat

operasionalnya, Reksa Dana dapat dibagi menjadi:
- Reksa Dana Tertutup (closed-end investment funds), yakni

jika reksa dana hanya dapat menjual saham reksa dana
kepada investor sampai batas jumlah modal dasar
perseroan (sesuai AD).
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- Reksa Dana Terbuka (opened-end investment funds), yakni
jika reksa dana dapat menjual unit penyertaannya secara
terus-menerus sepanjang ada investor yang berminat
membeli.

b) Berdasarkan portofolio investasinya. Berdasarkan hal ini,
reksa dana dapat dibagi menjadi:

- Reksa dana pasar uang, yakni reksa dana yang hanya
melakukan investasi pada efek bersifat utang dengan
jatuh tempo kurang dari satu tahun.

- Reksa dana pendapatan tetap, yakni reksa dana yang
melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari
aktivanya dalam bentuk efek bersifat utang.

- Reksa dana saham, yakni reksa dana yang melakukan
investasi sekurang-kurangnya 80% dalam efek sersifat
ekuitas.

- Reksa dana campuran, yakni reksa dana yang melakukan
investasi dalam efek bersifat ekuitas dan efek bersifat
utang yang berbandingannya tidak termasuk dalam
kategori sebelumnya.

6) Pegadaian
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dijelaskan bahwa
Pegadaian atau Gadai adalah suatu hak yang diperoleh sesorang
yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan
kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas
namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang
berpiutang itu untuk mengabil pelunasan dari barang tersebut
secara didahulukan dari pada orang-orang beriputang lainnya,
dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan
biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah
barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.

Pegadaian merupakan suatu lembaga keuangan bukan bank
yang memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan ciri yang
khusus, yaitu secara hukum gadai. Sesuai dengan hukum gadai
bahwa calon peminjam mempunyai kewajiban untuk
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menyerahkan barang bergerak miliknya sebagai agunan kepada
perusahaan pegadaian, disertai dengan pemberian hak kepada
pegadaian untuk melakukan penjualan secara lelang. Lelang
dimaksudkan sebagai penjualan barang agunan oleh perusahaan
pegadaian apabila setelah batas waktu perjanjian kredit berakhir,
nasabah tidak dapat melunasi pinjaman atau menebus barang
tersebut, atau tidak memperpanjang kredit.

Dalam konteks Indonesia secara khusus, lembaga yang
melakukan kegiatan usaha pegadaian ini adalah Perusahaan
Umum (Perum) Pegadaian, yang didirikan berdasarkan Peraturan
Pemerintah No. 10 Tahun 1990 tanggal 10 April 1990, yang
sebelumnya merupakan Perusahaan Jawatan. Melalui perubahan
tersebut, Pegadaian diharapkan akan lebih mampu mengelola
usahanya secara profesional, berorientasi bisnis layaknya
perusahaan modern (business oriented) tanpa meninggalkan ciri
khusus dan misinya, yaitu penyaluran uang pinjaman atas dasar
hukum gadai dengan menyasar masyarakat golongan ekonomi
lemah secara mudah, cepat, aman dan hemat.

7) Perusahaan penjaminan
Perusahaan penjaminan didirikan berdasarkan Keputusan
Menteri Keuangan No. 486/KMK.017/1996 tanggal 30 Juli 1996.
Perusahaan penjaminan adalah perusahaan yang melakukan
kegiatan dalam bentuk pemberian Jasa Penjaminan untuk
menanggung pembayaran kewajiban keuangan si terjamin.
Apabila si terjamin tidak dapat memenuhi kewajiban perikatannya
kepada penerima jaminan yang timbul dari transaksi Kredit, Sewa
Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen dan
Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil, serta pembelian barang
secara angsuran.

Dalam konteks Indonesia, perusahaan penjaminan ini
diwakili oleh Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) yang didirikan
berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004, dengan fungsi
sebagai berikut:
a) Menjamin simpanan nasabah penyimpan; dan
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b) Turut aktif dalam memelihara statibilitas sistem perbankan
sesuai dengan kewenangannya.

Dalam menjalankan fungsi menjamin simpanan nasabah
penyimpan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mempunyai tugas
sebagai berikut:
a) Merumuskan dan menetpkan kebijakan pelaksanaan

penjaminan simpanan; dan
b) Melaksanakan penjaminan simpanan.

Sedangkan keberadaan fungsional dalam konteks turut aktif
memelihara stabilitas sistem perbankan, maka Lembaga
Penjaminan Simpanan (LPS) mempunyi tugas sebagai berikut:
a) Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut

aktif memelihara stabilitas sistem perbankan;
b) Merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan

penyelesaian Bank Gagal (bank resolution) yang tidak
berdampak sistematik; dan

c) Melaksanakan penanganan Bank Gagal yang berdampak
sistematik.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi yang luas dan
berat tersebut, maka Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS)
mempunyai wewenang sebagai berikut:
a) Menetapkan dan memungut premi penjaminan;
b) Menetapkan dan memungut kontribusu pad saat bank

pertama kali menjadi peserta;
c) Melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban Lembaga

Penjaminan Simpanan;
d) Mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank,

laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan
sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank;

e) Melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan atau konfirmasi atas
data sebagaimana dimaksud pada butir sebelumnya;
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f) Menetapkan syarat, tta cara, dan ketentuan pembayaran
klaim;

g) Menunjuk, menguasakan, dan atau menugaskan pihak lain
untuk bertindak bagi kepentingan dan atau atas nama
Lembaga Penjaminan Simpanan, guna melaksanakan
sebagian tugas tertentu;

h) Melakukan penyuluhan kepada bank dn masyarakat tentang
penjaminan simpanan; dan

i) Menjatuhkan sanksi administratif.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya secara khusus yang
berkaitan dengan penanganan Bank Gagal, maka Lembaga
Penjaminan Simpanan (LPS) memiliki kewenangan sebagai
berikut:
a) Mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang

pemegang saham, termasuk hak dan wewenang Rapat Umum
Pemegang Saham (RUPS);

b) Menguasai dan mengelola aset dan kewajiban Bank Gagal
yang diselamatkan;

c) Meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan atau
mengubah setiap kontrak yang mengikat Bank yang gagal
diselamatkan dengan pihak ketiga yang merugikan bank
tersebut; dan

d) Menjual dan/aau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan
debitur dan/atau kewajiban bank tanpa persetujuan kreditur.

2. Pengertian Bank Syariah
Dalam penjelasan sebelumnya, terutama dengan merujuka pada

pengertian Perbankan menurut Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang
Perbankan, disebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun
dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada
masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dalam
Undang-Undang yang sama, dijelaskan juga bahwa jenis bank di Indonesia
dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu:
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